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Pada pendirian persekutuan komanditer terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendiri. Pendiri
dalam hal ini merupakan perorangan yang tentunya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Suami isteri
merupakan perorangan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mendirikan persekutuan
komanditer. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan apabila suami isteri akan mendirikan
persekutuan komanditer karena mereka tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tantang
perkawinan yang menyangkut harta bersama mereka. Maka timbul permasalahan bagaimana pendirian
persekutuan komanditer yang didirikan suami isteri tanpa adanya perjanjian kawin, bagaimana pendirian
persekutuan komanditer yang didirikan suami isteri tanpa adanya perjanjian kawin apabila terdapat utang
dalam persekutuan komanditer, bagaimana peran notaris apabila terdapat suami isteri yang akan mendirikan
persekutuan komanditer.

Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Suami
isteri tidak dapat mendirikan persekutuan komanditer karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu
didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Selain itu apabila terdapat utang dalam persekutuan komanditer
maka pihak yang menjadi sekutu pasif ikut bertanggung jawab terhadap utang. Dalam hal ini definis
persekutuan komanditer tidak terpenuhi. Dalam hal ini peran notaris sangat penting karena notaris wajib
membuat akta dengan seksama dan melakukan penyuluhan atas aktanya itu. Suami isteri yang akan
mendirikan persekutuan komanditer dapat membuat perjanjian kawin terlebih dahulu, hal ini dapat
dilakukan karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X11/2015 perjanjian kawin
dapat dibuat setelah perkawinan.

<hr>In the establishment of alimited partnership, there are requirements that must be fulfilled by the
founder. The founder in this caseis an individual who is certainly capable to perform legal acts. Husbands
and wives are capable individuals to perform legal acts especially establishing alimited partnership. But
there are things that need to be considered if the husband and wife will establish alimited partnership
because they are also obey the Law No. 1 Year 1974 about Marriage concerning their community property.
Then some issues will arises, how the establishment of limited partnership established by husband and wife
without any prenuptial agreement, how the establishment of limited partnership established by husband and
wife without any prenuptial agreement if there is adebt in the limited partnership, how the role of anotary if
there are husband and wife who will establish alimited partnership.
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The author examines these issues using normative juridical research method. Husband and wife cannot
establish alimited partnership because there are unfulfilled conditions to establish alimited paertnership.
Limited partnership is established by 2 (two) people or more. In addition, if thereisadebt in alimited
partnership then the party that becomes the passive ally involved in the debt. In this case the definition of
limited partnership is not fulfilled. The role of notary is very important because the notary must make a
notarial deed carefully and do counseling about their notarial deed. Husband and wife who will establish a
limited partnership can make the prenuptial agreement in advance, this can be done because in accordance
with the Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XI1 / 2015 that prenuptial agreement can be
made after marriage.



